
GUBERN1JR KAIJMANTAN TIMUR 


SALINAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 


NOMOR 5 TAHUN 2012 


TENTANG 


PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK 
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012 

DENGAN RARMAT TURAN YANG MARA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

Menimbang a. 	 bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan 
produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka 
mewujudkan Ketahanan Pangan Nasiona1; 

b . 	 bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan 
pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk; 

C . 	 bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran 
Tertinggi (HET) Pupuk Bcrsubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 
Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur 
Ka1iman tan Timur; 

Mengingat 1. 	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daera h-dae rah Otonom Provinsi Kalimantan Sarat, Kalimantan 
Selatan dan KalimanLan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 
Nomor 65 Tambahan Lembamn Negara Nomor 1106); 

2. 	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan­
Ketcntu8n Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran 
Ncgara Tahun 1967 Nomor la, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2824); 

3. 	 Undang-Undang Nom or 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 
Tanaman (Lemharan Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Nornor 3478), 

4. 	 Undang-Unctang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Ncgara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan 
Ncgara Nomor 3821); 

5. 	 Undang-Undan g Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perkebunan 
(Lembaran Ncgara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4411); 

6. 	 Undang-Undan g Nomor IS Tahun 2004 lentang Perkebunan 
(Lcmbaran Ncga ra T8hun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran 
Ncgara Nomor 4411); 
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7. U Tahun 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

telah diubah 
12 2008 

8. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Peru 

Tahun Tambahan Lembaran 
Indonesia Nomor 

9. 

10. Peraturan Pemerm 
Urusan 

1 1. Peraturan Men teri Nomor 	 21/M/DAG/ 6/2008 
Pupuk untuk 

Sektor Pertanian; 

12. Peraturan Mcnteri D~llam Nomor Tahun 
Pembentukan Produk l-Iukum Daerah; 

13. 	 87/Permentan/ 130/ 
Tertinggi (HET) 

10/Permen tan I 
Atas Peraturan M Nomor 

130/2011 Kebutuhan dan 
Pupuk 

14. 	 Nomor 117/P n 2008 
MM, M.Si 

r Farid) M. 
Kalimantan Timur masa Jabatan 2008 ­

2013; 

15. 

16 Pertan Nomor 08/ 

dan Tata Cara Pendaftaran Pu 


17. Keputusan 	 2003 
Pedoman 


naan Pupuk 


18. 




:; 

9. 	 tusan 

ten tang 


21. 	 Mentcri 01/Kpts/SR.1 1/2006 
dan K Padi Sawah 

22. Peraturan Pcrtanian Nomor / 060/2/ 
Pu ik dan Pembenah Tanah, 

/ 
a Khusus 

Mendukung Ketahanan 

24. 
Pemben tu kan 

Pusat; 

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 	Timur Nomor Tahun 
san 	Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 
2008, tent KerJa Provinsi 
Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Timur 

Nomer 08, 
Timur NomoI' 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN 
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK 
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 

Peraturan ini 
1 Pupuk adalah bahan unsur 

2. 	 Pupuk An k hasil proses secara atau 
biologi dan hasil industri 

3. 	 seluruhnya terdiri 
telah 

atau calf 
fisik, kimia dan 

4. 
kebutuhan tanaman 


tertu 

140/4/2007. 
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5. puk 
Tertinggi 

6. 

7. perorangan warga 
atau bukan, bu 

8. 

9. 

10. Pembudidayaan ikan atau udang 
lahan, milik 

yang tidak memiliki izin u 

penyalurannya 
di pcnyalur resmi di Lini IV. 

dcngan Budidaya Tanaman 
dan Bu d Ikan atau 

mUik 

negara Indonesia yang 

tanaman hijau 


pe Indonesia 
atau bukan untuk dan atau udang 

11. yang dan an­
perphos) dan pupuk 

12. Lini 1II adalah 
Nomor 21/M/DAG/ 

. untuk 

13. Lini IV 
Nomor 

bsidi 

14. 
daJam 

Tani adalah 

u tanl 
Bupati/ 

15. Rencana Definitif 
kebutuhan 

Kebutu han 

16. Komisi 
dalam pengawasan 

dan oleh 

distributor sesuai 
6/2008 ten 

Ian. 

ketentuan Peraturan Menteri 

BAB II 

oleh 

rencana 
luasan 

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI 

Pasa12 

(1) bersubsidi 

perusahaan Lanaman pangan, 
perikanan 
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BABIII 
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI 

3 

(1) 	 pemupukan 
diajukan oieh 

Kabupaten/ ] 2, yang 
Menteri Pertaman, 

Alokasi bersubsidi dimaksud (1) dirinci menurut 
Kabupaten/ J Jumlah dan sebaran bulanan terean tum pada 
Peraturan lni, 

Alokasi lebih lanjut menurut 
dengan Peraturan 

(4) 	 Peraturan jWalikota dimaksud pada ditetapkan 
lambatnya pada bulan Februari 12, 

Alokasi pu bersu bsidi 	 dimaksud 
menurut Kecamatan, Jerlls, 
Peraturan j 

Alokasi d pada 
usulan yang d , peternak, 
berdasarkan pctugas teknis, 
Dinas (KeD) 

Dinas yang mem tanaman 
dan atau pembinaan 

menyusun RDKK scsuai luas areal usaha tani dan atau 
penyerapan pu 

4 

(1) Kekurangan alokasi kebu tuhan pupuk bersu bsidi diwilayah 
dimaksud dalam 3 ayat dapal melalui 
dan sub sektor, 

antar /Kota ut Gubernur 
Kalimantan 

Realokasi anlar dalam 	 patcn/Kota lebih lanjut 
jWalikota, 

Realokasi na dimaksud pada atas 
dasar rekomendasi Dinas penetapan 

/Walikota guna mcmenuhi 

pada 
rkan alokasi 

sepanj 
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HAH IV 

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI 

Pasa15 

{I) Pupuk bsidi dimaksud dalam (1) terdid atas an­
dan Pupuk Organik oleh 

sebagalmana ayal (1) PT. Pupuk aya, Pupuk 
Kaltim dan PT. k Pctrokimia Gresik. 

Pasa16 

PenyaJur IV 
dan 

r Lini IV ke Petani atau 

a. 	 Penyalur IV 

b. 	 a 

dalam Peraturan Bu 


(3) 	 Untuk kelancaran Bcrsubsidi di Lini IV ke Petani atau Kelompok 
ayat Pcmerintah Daerah Provinsi dan 
RDKK diwilayahnya 

Bersu bsidi sesuai yang 

(4) 	 /kelampok dilakukan 
10kasi oleh Penyuluh. 

r Lini IV ke Petani dilakukan alch 
satu kesatuan dari Komisi 

Pasa17 

tambahan 

Pasa18 

(1 ) 	 JVyang k harus ual pupuk scsu Eceran 

Pu Bersu 	 dimaksud Ayat (1) 

1.800,­
1 

.2 
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e. 	 Pupuk Organik = Rp. 500,- Per Kg 

(3) 	 Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berlaku untuk pembelian oleh Petani, Pekebun, Peternak, Pembudidaya Ikan dan atau 
Udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut : 
a. Pupuk Urea Rp. 50 Kg atau 25 Kg 
b. Pupuk ZA Rp . 50 Kg 
c. Pupuk SP-36 = Rp. 50 Kg 
d. Pupuk NPK Rp. 50 Kg atau 20 Kg 
e. Pupuk Organik Rp. 40 Kg atau 20 Kg 

Pasa19 

(1) 	 Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur di 
Lini IV wajib menjarnin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, 
pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau dan udang diwilayahnya tanggung 
jawabnya sesuai aJokasi yang telah ditetapkan. 

(2) 	 Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu 
dilakukan Oeksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas 
Pertanian setempat , bagi dacrah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi 
alokasinya , maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. 

BABV 
PENGAWASAN DAN PELAPORAN 

Pasal 10 

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan 
penyaJuran pupuk bersubsidi dari Lini I sampa! Lini IV sebagaimana diatur dalarn Peraturan 
Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor 
Pertanian yang berlaku. 

Pasal 11 

(1) 	 Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib 
melakukan pcmantauan dan pcngawasan terhadap penyaJuran, penggunaan dan harga 
pupuk bersu bsidi diwilayahnya. 

(2) 	 Komisi Pengawasan Pupuk dan Pcstisida Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya 
dibantu oleh Penyalur. 

Pasal12 

(l) 	Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan 
laporan pemantauan dan pcngawasan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya kepada 
Bupati/Walikota. 

(2) 	 Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk 
bersubsidi kepada Gubcrnur. 

(3) 	 Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil 
pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur. 

(4) 	 Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bcrsubsidi 
kepada Menteri Pcrtanian. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 


Pasal 13 

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nornor 21 Tahun 
2011, ten (HET) Pupuk 
untuk 

Pasal14 

(1) Keten tuan pelaksanaan 
t 

(2) Peraturan ini ffiulai berlaku 1 Januari 2012. 

di Sa.marinda 
19 Maret 12 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd 

DR. H. A WANG F AROEK ISHAK 
Diudangkan di 

19 Maret 2012 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN TIMUR, 

ttd 

DR. H. IRIANTO LAMBRIE 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 5. 

Salinan 
SEKRET ARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIR HUKUM, 

H. SUR 0 SH 
PEMBINA TK. I 

Nip, 19620527 198503 1 006 




